
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 218 /PMK.05/20 16 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 262/PMK.05/20 14 TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 13/PMK.05/20 13 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215 /PMK.05/20 16 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 2 13/PMK.05/20 13 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 262/PMK.05/20 14 tentang Sistem Akuntansi 

Dan Pelaporan Keuangan Pusat; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 

keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 262/PMK.05/20 14 tentang Sistem Akuntansi 

Dan Pelaporan Keuangan Pusq_t; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK. 05/20 14 

tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Pusat; 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 13/PMK. 05/20 13 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 13 Nomor 16 17) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan 

215 /PMK. 05/20 16 

Menteri Keuangan Nomor 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 2137 ); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK. 05/20 14 

tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 

Nomor 2046) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

262/PMK. 05/20 14 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN PUSAT. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

262/PMK. 05/20 14 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20 14 Nomor 2046) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat 

yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian 
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prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pos1s1 

keuangan, clan operas1 keuangan pada 

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara. 

2. Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disebut SABUN adalah serangkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan pos1s1 keuangan clan 

operas1 keuangan yang dilaksanakan oleh 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara clan pengguna anggaran Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara. 

3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas 

menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara. 

4.  

5. 

Kuasa BUN ad al ah Pejabat yang memperoleh 

kewenangan untuk clan atas nama BUN 

melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas 

Umum Negara. 

Direktorat Jenderal Per bendaharaan yang 

selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I 

pada Kementerian Keuangan yang mempunya1 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

clan standardisasi teknis di bidang 

perbendaharaan negara. 

6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang 

selanjutnya disingkat Dit. PKN adalah unit eselon 

II pada kantor pusat DJPBN yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur 

Jenderal Perbendaharaan. 

7. Kantor Wilayah DJPBN yang selanjutnya disingkat 

Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal DJPBN yang 
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berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi 

vertikal DJPBN yang memperoleh kuasa dari BUN 

untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 

9. Rekening Kuasa BUN Daerah adalah rekening 

milik BUN pad a bank/ pos mitra KPPN selaku 

Kuasa BUN di Daerah. 

10. Rekening Kuasa BUN Pusat adalah rekening milik 

BUN pada bank mitra Dit. PKN selaku Kuasa BUN 

Pusat. 

1 1. Laporan Keuangan adalah bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara berupa laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas, laporan operasional, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan 

Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi arus 

masuk dan keluar kas selama periode tertentu 

yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya 

disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, 

dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

15 .  Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam laporan realisasi anggaran, neraca, 
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laporan arus kas, laporan operasional, laporan 

perubahan ekuitas, · dan laporan perubahan Saldo 

Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan 

yang memadai. 

16. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN 

yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit 

akuntansi pada Kementerian Keuangan yang 

melakukan koordinasi dan pembinaan atas 

akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit 

akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu 

BUN dan sekaligus melakukan penggabungan 

Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan 

pelaporan keuangan pembantu BUN. 

17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut 

UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa 

BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan 

pelaporan keuangan tingkat KPPN. 

18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah 

yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil 

adalah unit akuntansi yang 

koordinasi dan pembinaan atas 

akun tansi dan pelaporan keuangan 

Kuasa BUN Daerah/ KPPN dan 

melakukan penggabungan Laporan 

seluruh Kuasa BUN Daerah/ KPPN. 

melakukan 

kegiatan 

tingkat 

sekaligus 

Keuangan 

19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut 

UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang 

melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan 

keuangan tingkat KU:asa BUN Pusat. 

20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN 

adalah unit akuntansi pada unit eselon I 

Kementerian Keuangan yang melakukan 

koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan 
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pelaporan keuangan sekaligus melakukan 

penggabungan laporan keuangan tingkat unit 

akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya. 

2 1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat yang selanjutnya disebut 

UAPBUN AP adalah unit akuntansi pada unit 

eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan 

penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah, 

UAKBUN-Pusat, dan UAKKBUN-Kanwil. 

22 . Rekonsiliasi adalah proses 

transaksi keuangan yang 

beberapa sistem/ subsistem 

pencocokan data 

diproses dengan 

yang berbeda 

berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. 

23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat 

Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau 

nama lain yang secara fungsional melaksanakan 

pengawasan intern yang bertanggung jawab 

langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 

2 .  Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

( 1) SiAP merupakan subsistem dari SABUN. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan SiAP sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk unit akuntansi 

yang terdiri atas: 

a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN 

Khusus Investasi; 

b. Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil; 

c. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat; dan 

d. DJPBN c. q. Dit. PKN selaku UAPBUN AP. 

(3) Penanggung jawab unit akuntansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: 

a. Penanggung jawab UAKBUN-Daerah adalah 

Kepala KPPN; 
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b. Penanggung jawab UAKKBUN-Kanwil adalah 

Kepala Kanwil DJPBN; 

c. Penanggung jawab UAKBUN-Pusat adalah 

Direktur PKN; dan 

d. Penanggurig jawab UAPBUN AP adalah 

Direktur J ender al Perbendaharaan. 

(4) SiAP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan 

penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN 

dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 

(5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem 

aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses 

yang terkait dengan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai 

dari proses penganggaran, 

pelaporan pada BUN 

Negara/ Lembaga. 

pelaksanaan, dan 

dan Kementerian 

(6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) terdiri atas: 

a. Neraca; 

b. LAK; 

c. LPE; dan 

d. CaLK. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

( 1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi: 

a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui 

rekening Kuasa BUN Daerah; 

b. penenmaan dan pengeluaran yang tidak 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi 

menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku harus mendapatkan pengesahan dari 

KPPN; 
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c. penenmaan dan pengeluaran yang terdapat 

pada SPM dengan potongan; dan 

d. penenmaan dan pengeluaran yang tidak 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi 

mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah. 

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. pendapatan dan belanja pada Badan Layanan 

Umum (BLU); 

b. pendapatan dan belanja yang bersumher dari 

hibah langsung dalam bentuk uang pada 

Kementerian Negara/Lembaga; 

c. pendapatan/ penerimaan pembiayaan dan 

belanja yang bersumber dari hibah atau 

pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak 

pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri 

tidak disalurkan melalui rekening milik BUN 

tetapi langsung digunakan untuk mendanai 

pengeluaran entitas; dan/ atau 

d. penenmaan dan pengeluaran lainnya yang 

menurut ketentuan harus mendapat 

pengesahan dari KPPN. 

(3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf c meliputi: 

a. penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan 

potongan yang pembayaran atas SPM tersebut 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah; dan 

b. penerimaan dan pengeluaran pada SPM yang 

jumlah potongannya menyebabkan jumlah 

yang harus dibayarkan nihil. 

(4) Jenis transaksi penenmaan dan pengeluaran 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. Pendapatan; 

b. Belanja; 

c. Transfer ke daerah dan dana desa; 

d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
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e. Penerimaan clan pengeluaran transitoris; 

dan/atau 

f. Pengem balian. 

4 .  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

( 1) Transaksi penenmaan clan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat secara 

bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen 

sumber pada saat: 

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Daerah; 

b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Daerah; 

c. Pengesahan transaksi penenmaan dan 

pengeluaran oleh KPPN; 

d. Terbit SP2D untuk SPM dengan potongan yang 

jumlah pembayarannya nihil; 

e. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat, 

untuk pengeluaran yang melalui rekening 

Kuasa BUN Pusat tetapi mempengaruhi Neraca 

UAKBUN-Daerah; atau 

f. Kas masuk ke rekening Kuasa BUN Pusat atau 

Kuasa BUN Daerah lainnya, untuk penerimaan 

yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah 

bersangkutan tetapi mempengaruhi Neraca 

UAKBUN-Daerah. 

(2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas 

yang timbul akibat transaksi penerimaan dan 

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Daerah. 

(3) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat �2) tidak 

termasuk pengaruh transaksi penenmaan dan 

pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah terhadap Neraca UAKBUN-Pusat atau 

UAKBUN-Daerah lainnya. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 10 -

5 .  Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan 

data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 clan Pasal 4. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. 

(3) Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Neraca; 

b. LAK; 

c. LPE; clan 

d. CaLK. 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi 

dalam rangka penyusunan laporan keuangan 

lingkup bendahara umum negara clan kementerian 

negara/lembaga. 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

( 1) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil 

pemrosesan data gabungan clan Laporan Keuangan 

tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya. 

(2) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 

setelah dilakukan rekonsiliasi. 

(3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas: 

a. Neraca; 

b. LAK 

c. LPE; clan 
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(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi 

dalam rangka penyusunan · laporan keuangan 

lingkup bendahara umum negara dan kementerian 

negara/lembaga. 

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

( 1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, 

UAKBUN-Pusat memproses data transaksi: 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas melalui 

rekening Kuasa BUN Pusat; dan 

b. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan 

potongan yang pembayaran atas SPM tersebut 

melalui rekening Kuasa BUN Pusat. 

(2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. Pendapatan; 

b. Belanja; 

c. Transfer ke daerah dan dana desa; 

d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 

e. Penerimaan dan pengeluaran transitoris; 

dan/atau 

f. Pengembalian. 

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

( 1) Transaksi penenmaan dan pengeluaran pada 

UAKBUN-Pusat dicatat secara bruto sebesar nilai 

yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat: 

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat; 

a tau 

b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat. 
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(2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas 

yang timbul akibat transaksi penerimaan dan 

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Pusat. 

(3) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

termasuk pengaruh transaksi penenmaan dan 

pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN 

Pusat terhadap Neraca UAKBUN-Daerah. 

9 .  Ketentuan Pasal 1 1  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 1  

( 1) UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan 

data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 dan Pasal 10. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ,  terdiri atas: 

a. Neraca; 

b. LAK; 

c. LPE; dan 

d. CaLK. 

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13 

( 1) UAPBUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat 

UAPBUN AP berdasarkan data gabungan dan 

Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah, 

UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat. 

(2) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 

setelah dilakukan rekonsiliasi. 

(3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
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a .  Neraca; 

b. LAK; 

c .  LPE; dan 

d .  CaLK . 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi 

dalam rangka penyusunan laporan keuangan 

lingkup bendahara umum negara dan kementerian 

negara/ lembaga. 

(5) Dalam hal : 

a .  UAKBUN-Daerah belum dapat menyusun LPE 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

huruf c ;  

b .  UAKBUN-Kanwil belum dapat menyusun LPE 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

huruf c ;  dan/ atau 

c .  UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2) 

huruf c ;  

LPE disusun oleh UAPBUN-AP . 

1 1 . Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK . 05/20 1 4  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pusat sehingga menj adi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini . 

Pasal II 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Desember 2016 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A .  UMUM 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 / PMK. 05/ 2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 

mengatur bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) , SAPP dibagi menjadi 2 (dua) subsistem yaitu : 

1 .  Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Negara/ Lembaga untuk menyusun dan menyaj ikan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/ Lembaga (LK K/ L) ;  dan 

2 .  Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan 

oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menyusun dan menyaj ikan 

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) . 

Selanjutnya melalui SAPP dilakukan proses konsolidasi LK K/L dan 

LK BUN menj adi LKPP. 

UU No . 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan 

bahwa Menteri Keuangan selaku BUN memiliki beberapa kewenangan 

seperti melakukan pembayaran, menatausahakan penerimaan dan 

pengeluaran negara, meny1mpan uang negara, mengelola pinjaman, 

menatausahakan investasi, dan lain-lain . Mengingat beragamnya 

kewenangan dan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, SABUN dibagi ke 

dalam beberapa subsistem yaitu : 

1 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) ; 

2 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) ; 

3 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH) ; 

4 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) ; 

5 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan 

Pinj aman (SAPPP) ; 

6 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (SATD); 

7 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanj a Subsidi (SABS) ; 

8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya (SABL) ; 

9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK) ; 

clan 

10 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 

Badan Lainnya (SAPBL) . 

Pasal 55 ayat (2) huruf c UU No . 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN 

menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. PP 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 13 dan 14 PSAP 03 tentang 

Laporan Arus Kas menyatakan bahwa Entitas Pelaporan yang waj ib 
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menyusun dan menyaj ikan Laporan Arus Kas adalah unit organisasi yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan 

sebagai bendaharawan umum negara/ daerah dan/ atau kuasa 

bendaharawan um um negara/ daerah . 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, Menteri Keuangan 

selaku BUN menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pusat (SiAP) . SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan , 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan , dan operasi 

keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN.  SiAP dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN . 

SiAP memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan 

kewenangan pengelolaan dan penatausahan penerimaan dan pengeluaran 

kas negara pada Kuasa BUN dengan menggunakan sistem aplikasi 

terintegrasi . SiAP melakukan proses akuntansi atas aset, kewaj iban, 

ekuitas, pendapatan, belanj a, transfer ke daerah dan dana desa, 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran 

transitoris ,  serta pengembalian dalam rangka penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Kuasa BUN berupa Neraca, LAK, LPE, dan CaLK. SiAP 

juga dapat menghasilkan laporan keuangan lainnya untuk kebutuhan 

manaj erial seperti rekonsiliasi, monitoring penyerapan, dan kebutuhan 

manaj erial lainnya. 

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2 1 3 / PMK. 05/ 20 1 3  tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SiAP 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut 

di atas, untuk memberikan pedoman pelaksanaan SiAP pada setiap unit 

akuntansi pada Kuasa BUN, disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang 

SiAP. Dalam rangka memberikan penj elasan lebih rinci tentang 

pelaksanaan SiAP, perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Keuangan ini . 

B .  TUJUAN 

Tujuan penyusunan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat adalah untuk memberikan pedoman dalam 

menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN mulai 

dari tingkat KPPN selaku UAKBUN-Daerah, Kanwil Ditj en Perbendaharaan 

selaku UAKKBUN-Kanwil, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku 

UAKBUN-Pusat, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN 

AP. 
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C .  SISTEMATIKA 

BAB I 

BAB II 

BAB III  

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

Modul SiAP disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

PENDAHULUAN 

Meliputi Umum, Tujuan, dan Sistematika 

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Meliputi Penj elasan Unit Akuntansi dalam SiAP, yang terdiri 

atas UAKBUN-Pusat, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, dan 

UAPBUN AP. 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Meliputi Dokumen Sumber; Kebijakan Akuntansi, Jurnal 

Standar, Unsur-unsur laporan Keuangan, Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah, Tingkat 

UAKKBUN-Kanwil, Tingkat UAKBUN-Pusat, dan Tingkat 

UAPBUN AP. 

ILUSTRASI JURNAL STANDAR PADA KUASA BUN 

Meliputi Jurnal Saldo Awai, Jurnal Realisasi, Jurnal Standar 

Transitoris,  Jurnal Standar Pengembalian, dan Jurnal Penutup 

LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN 

Meliputi Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan dan 

Contoh Format Laporan Keuangan Kuasa BUN serta Pernyataan 

Tanggung Jawab . 

PENUTUP 
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BAB II 

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Menteri Keuangan selaku BUN menunjuk Kuasa BUN untuk 

melaksanakan tugas ke bendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

dalam wilayah kerj a  yang telah ditetapkan . Tugas kebendaharaan dimaksud 

meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungj awabkan uang dan surat berharga 

yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara 

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku . Kuasa Bendahara Umum Negara melakukan 

pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran berdasarkan 

perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran . Atas kegiatan dimaksud 

Bendahara Umum Negara waj ib menyusun dan menyampaikan laporan 

pertangungj awaban dalam bentuk laporan keuangan . 

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan tersebut di 

atas , Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Kuasa BUN .  Fungsi Kuasa BUN pada Ditj en Perbendaraan dilaksanakan oleh 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa BUN Pusat dan 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di 

Daerah . Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Kuasa BUN di Daerah, 

KPPN berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala Kanwil Ditj en 

Perbendaraan kecuali KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan KPPN Khusus 

Penerimaan . KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta KPPN Khusus 

Penerimaan berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Direktur PKN . 

Selanjutnya Direktur PKN dan Kepala Kanwil Direktur Jenderal 

Perbendaharaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas 

kebendaharaan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan . Tidak termasuk 

lingkup Kuasa BUN adalah KPPN Khusus Investasi yang berada di bawah dan 

bertanggung j awab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) . 

Mengacu pada struktur tugas dan tanggungj awab Kuasa BUN tersebut 

di atas,  dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pusat 

(SiAP) dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut: 

a .  KPPN selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara 

Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah) kecuali KPPN Khusus Investasi .  

Penanggungj awab UAKBUN-Daerah adalah Kepala KPPN; 

b.  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) 

selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa 

Bendahara Umum Negara-Kanwil (UAKKBUN-Kanwil) . Penanggungj awab 

UAKKBUN-Kanwil adalah Kepala Kanwil DJPBN;  

c .  Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN­

Pusat) . Penanggungj awab UAKBUN-Pusat adalah Direktur PKN; dan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 2 1  -

d .  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku Unit Akuntansi 

Pembantu Bendahara Umum Negara-Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pusat (UAPBUN AP) yang dilaksanakan oleh Dit.  PKN . Penanggung jawab 

UAPBUN AP adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan . 

Sistetn Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) merupakan 

salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara 

(SA BUN) . Hubungan antara SABUN dengan SiAP dapat diilustrasikan pada 

Gambaran Umum Kedudukan SiAP dalam SABUN. 

Gambaran Umum Kedudukan SiAP dalam SABUN 

bJ 
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I I I I I I I I I 
GJQGJGJGJGJGJGJGJ 
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KPPN adalah instansi vertikal dibawah dan bertanggung j awab 

kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN yang bertugas memberikan pelayanan 

kepada mitra kerj a  yang berada di wilayahnya. KPPN mempunyai tugas 

melaksanakan se bagian kewenangan perbendaharaan dan Kuasa BUN 
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yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan melakukan 

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari 

kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN memproses transaksi 

penerimaan dan pengeluaran, baik transaksi anggaran maupun 

transaksi transitoris . 

Terdapat 3 (tiga) j enis KPPN yang melakukan transaksi khusus, 

yaitu : 

a .  KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah; 

b .  KPPN Khusus Penerimaan; dan 

c .  KPPN Khusus Investasi .  

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan instansi vertikal 

Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan 

bertanggung j awab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN 

Khusus Pinj aman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran 

pembiayaan atas beban anggaran yang sumber dananya berasal dari 

pinj aman dan hibah (kecuali hibah langsung tunai dalam rupiah dan 

hibah langsung Barang/ Jasa/ Surat berharga) serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara 

berdasar kan per a turan perundang-undangan . 

KPPN Khusus Penerimaan merupakan instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung j awab 

kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.  KPPN Khusus Penerimaan 

mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan , pelaporan, 

dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan 

penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan . 

KPPN Khusus Investasi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada 

Direktur Sistem Manaj emen Investasi .  KPPN Investasi mempunyai tugas 
melaksanakan penatausahaan naskah perj anj ian investasi , penyaluran 

dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan 

perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinj aman, kredit 

program, dan investasi lainnya. KPPN Khusus Investasi bukan merupakan 

UAKBUN-Daerah . 

KPPN selaku UAKBUN-Daerah mempunyai tugas antara lain 

melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi ,  dan penyusunan laporan 

keuangan tingkat UAKBUN-Daerah untuk disampaikan ke UAKKBUN­

Kanwil, kecuali laporan keuangan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah 

serta laporan keuangan KPPN Khusus Penerimaan disampaikan bukan ke 

UAKKBUN-Kanwil tetapi ke UAPBUN AP. 
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2. Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil 

Kanwil DJPBN adalah Kantor vertikal Ditj en PBN yang berada 

dibawah dan bertanggungj awab kepada Dirj en Perbendaharaan . Kanwil 

Ditj en PBN mempunyai tugas antara lain pembinaan clan pelaksanaan 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di wilayahnya. Kanwil 

DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil menggabungkan data dan laporan 

keuangan tingkat UAKBUN-Daerah yang berada dalam wilayah kerj anya, 

melakukan rekonsiliasi , dan menyusun laporan keuangan tingkat 

UAKKBUN-Kanwil untuk disampaikan ke UAPBUN AP. 

3 .  Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat 

Dit.  PKN adalah Unit Organisasi Eselon II pada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebij akan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. 

Selaku UAKBUN-Pusat, Dit. PKN melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi 

dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat untuk 

disampaikan ke UAPBUN AP. 

4. DJPBN cq. Dit. PKN selaku UAPBUN AP 

DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang 

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan 

standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Fungsi DJPBN 

selaku UAPBUN AP dilaksanakan oleh Dit. PKN . UAPBUN AP melakukan 

rekonsiliasi dan konsolidasi data dan laporan keuangan dari UAKKBUN­

Kanwil, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah,  dan 

UAKBUN-Pusat dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat 

UAPBUN AP untuk disampaikan ke UABUN . 
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BAB III 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

A. Dokumen Sumber 

Dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP antara 

lain : 

1. Surat Perintah Membayar (SPM) / Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) ; 

2. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2 HL) / Surat 

Pengesahan Hi bah Langsung (SPHL) ; 

3. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 

(SP4HL) / Surat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (SP3 H L) ;  

4. Notice of Disbursment (NoD) ; 

5. Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3) ; 

6. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN) ; 

7. Warkat Pembebanan Rekening (WPR) ; 

8. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanj a  BLU (SP3B 

B LU) / Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanj a  B LU (SP2B BLU) ; 

9. Surat Setoran Paj ak (SSP) ; 

10. Surat Setoran Bukan Paj ak (SSBP) ; 

11. Surat Setoran Pengembalian Belanj a  (SSPB) ; 

12. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) ; 

13. Bilyet Giro ; 

14. Nota Debet, Surat Perintah Transfer (SPT) , Nota Kredit, dan Rekening 

Koran ; 

15. Memo Penyesuaian; dan 

16. Dokumen sumber lainnya yang sah. 

B .  Kebij akan Akuntansi 

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan 

oleh Kuasa BUN meliputi : 

1. Pendapatan; 

2. Belanj a; 

3. Transfer ke Daerah dan Dana Des a; 

4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 

5. Penerimaan dan pengeluaran transitoris ;  dan 

6. Pengembalian . 

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, pengakuan dan 

pengukuran transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN 

dilaksanakan sebagai berikut: 
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1 .  Pendapatan dan pengembalian belanj a  diakui pada saat :  

a .  Kas diterima di  rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan; 

b .  Pengesahan, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen 

sumber pengesahan; atau 

c .  Terbit SP2D untuk penerimaan pendapatan melalui potongan SPM, 

sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM. 

2 .  Belanj a, transfer ke daerah dan dana desa, dan pengembalian 

pendapatan diakui pada saat: 

a .  Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah, sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran, 

b .  Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan; atau 

c .  Terbit SP2D untuk pengeluaran melalui SPM dengan jumlah 

pembayaran nihil , sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM . 

3 .  Penerimaan pembiayaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan 

diakui pada saat : 

a .  Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan, atau 

b .  Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam SP3 .  

4 .  Pengeluaran pembiayaan dan pengembalian penenmaan pembiayaan 

diakui pada saat : 

a .  Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah, sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran; atau 

b .  Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan. 

5. Penerimaan Transitoris dan Pengembalian Pengeluaran Transitoris 

diakui pada saat : 

a .  Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah, sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan; atau 

b .  Terbit SP2D untuk penerimaan Transito dan Pengembalian 

Pengeluaran Transito melalui potongan SPM, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam SPM .  

6. Pengeluaran Tansitoris dan Pengembalian Penerimaan Transitoris 

diakui pada saat: 

a .  Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah, sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran, atau 

b .  Terbit SP2D untuk pengeluaran transitoris melalui SPM dengan 

potongan yang jumlah pembayarannya nihil, sebesar nilai bruto yang 

tercantum di dalam SPM .  
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Aset, kewaj iban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi 

penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan di dalam 

Neraca.  Neraca terutama menggambarkan posisi kas pada tanggal 

pelaporan seperti Kas di BI ,  Kas di KPPN, Kas Dalam Transito , Kas di 

Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU,  dan lain-lain . Sedangkan 

kewaj iban yang disaj ikan di Neraca pada umumnya terkait dengan 

penerimaan kas di rekening Kuasa BUN tetapi melekat kewajiban kepada 

pihak ketiga seperti penerimaan dana retur SP2 D .  

Retur SP2D terj adi akibat kesalahan data perbankan (misalnya 

kesalahan nomor dan nama pemiliki rekening tujuan) sehingga oleh bank 

penerima dana SP2D tersebut dikembalikan ke rekening Bank Operasional 

dan ditampung di dalam rekening retur. Pada saat diterimanya dana retur 

SP2 D  di rekening retur dicatat oleh Kuasa BUN dengan mendebet Kas dan 

mengkredit Penerimaan Transitoris sebesar jumlah kas yang diterima di 

rekening retur berdasarkan Nota Kredit/ Rekening Koran . Selanjutnya, 

Penerimaan Transitoris dari penerimaan dana retur SP2 D  ditutup menj adi 

Utang kepada Pihak Ketiga. Penerimaan Transitoris disaj ikan di dalam LAK 

Kuasa BUN pemilik rekening retur. Kas di rekening retur disaj ikan di 

dalam N eraca pemilik rekening retur . Sedangkan U tang Kepada Pihak 

Ketiga disaj ikan di dalam Neraca KPPN mitra kerj a  satker penerbit SPM . 

Atas dana retur SP2D dapat dilakukan pembayaran kembali ke 

rekening penerima berdasarkan permintaan Satker dan SPM / SP2 D  Retur 

atau disetor ke Kas Negara. Pengeluaran kas dari rekening retur dicatat 

sebagai Pengeluaran Transitoris dengan mendebet Pengeluaran Transitoris 

dan mengkredit Kas sebesar jumlah kas yang didebet dari rekening retur 

berdasarkan Nota Debet/ Rekening Koran . Pengeluaran Transitoris 

disaj ikan di dalam LAK Kuasa BUN pemilik rekening retur. Selanjutnya 

Pengeluaran Transitoris ditutup sebagai pengurang saldo Utang kepada 

Pihak Ketiga di Neraca KPPN mitra. 

Atas dana retur SP2D yang tidak akan dimintakan kembali oleh KPA 

dapat disetor ke Kas Negara dan dicatat sebagai : 

a .  Pengurang realisasi belanj a  TAB , j ika penyetoran dilakukan atas retur 

dan SP2D untuk retur SP2 D  belanj a  tahun anggaran berj alan; atau 

b .  Penerimaan kembali pengembalian belanj a  TAYL, j ika penyetoran 

dilakukan atas retur dan SP2D belanj a  tahun anggaran yang lalu . 

Kuasa BUN menyaj ikan pengurangan realisasi belanj a  dan penerimaan 

kembali belanj a  TAYL di dalam LAK Kuasa BUN Pemilik Rekening dan 

pengurangan kas di rekening retur dan penambahan kas di rekening 

bank/ pos Persepsi serta pengurangan Utang Pihak Ketiga di dalam Neraca 

KPPN mitra. 

Kebij akan akuntansi yang berbeda dapat diterapkan dalam rangka 

penyusunan laporan lainnya untuk tujuan manajerial . 
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C .  Jurnal Standar 

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP dimulai 

dengan pencatatan transaksi/ kej adian ekonomi dalam bentuk jurnal 

akuntansi .  Tata cara pembuatan jurnal pada SiAP dilaksanakan sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Jurnal Standar 

Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat .  Selanjutnya secara 

kronologis dan sistematis jurnal dilakukan posting ke dalam buku besar. 

Berdasarkan saldo pada masing-masing perkiraan dalam buku besar, 

Kuasa BUN menyusun dan menyaj ikan laporan keuangan . 

D .  Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disaj ikan oleh Kuasa BUN 

paling sedikit terdiri dari : 

1 .  Neraca 

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas , potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, 

kewaj iban, dan ekuitas . 

Aset, kewaj iban, dan ekuitas yang disaj ikan di dalam Neraca 

merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran 

yang diproses oleh Kuasa BUN . Neraca berbeda dengan Neraca K/ L 

yang dapat menyaj ikan aset, kewaj iban,  dan ekuitas walaupun 

transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terj adi .  

Neraca tidak menyaj ikan aset dan kewaj iban yang merupakan 

kewenangan pengguna anggaran seperti kas di bendahara penerimaan, 

piutang paj ak, piutang PNBP, persediaan, investasi j angka panj ang, 

aset tetap, aset lainnya, kewaj iban j angka pendek di pengguna 

anggaran , dan kewaj iban j angka panj ang. 

2. Laporan Arus Kas (LAK) 

LAK menyaj ikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas 

transitoris yang melalui/ dari rekening milik BUN, potongan SPM ,  dan 

yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan 

dari Kuasa BUN seperti : 

a. Pendapatan dan belanj a  pada BLU;  

b. Pendapatan dan belanj a  yang bersumber dari hibah langsung dalam 

bentuk uang pada Kementerian Negara/ Lembaga; dan 

c. Pendapatan/ penerimaan pembiayaan dan belanj a  yang bersumber 

dari hi bah atau pinj aman luar negeri/ dalam negeri yang oleh pihak 

pemberi pinj aman dan hi bah luar negeri/ dalam negeri tidak 

disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan 
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untuk mendanai belanja  entitas kepada rekanan yang ditunjuk.  

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu 

periode akuntansi .  Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh 

dari : 

a. Pendapatan Perpaj akan; 

b. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan 

c. Pendapatan Hibah . 

Sedangkan arus keluar dari aktivitas operas1 terutama digunakan 

untuk: 

a. Belanj a  Pegawai; 

b. Belanj a Barang; 

c. Belanj a Bunga; 

d. Belanj a Subsidi; 

e. Belanj a  Hibah;  

f. Belanj a  Bantuan Sosial; 

g. Belanj a  Lain-lain ; dan 

h. Tran sf er Daerah dan Dana Desa.  

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta 

investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas . Arus kas dari 

aktivitas investasi antara lain terdiri dari : 

a. Penjualan Aset Tetap; 

b. Penjualan Aset Lainnya; 

c. Penerimaan dari Investasi; dan 

d. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas . 

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri 

dari : 

a. Perolehan Aset Tetap; 

b. Perolehan Aset Lainnya; 

c. Penyertaan Modal Pemerintah; dan 

d. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas . 

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang j angka 

panj ang dan/  a tau pelunasan utang j angka panj ang yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang j angka 

panj ang dan utang j angka panj ang. Arus masuk kas dari aktivitas 

pendanaan antara lain : 

a. Penerimaan pembiayaan dalam negeri ; 
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b. Penerimaan pembiayaan luar negeri; dan 

c. Penerimaan pengembalian penerusan pinjaman . 

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : 

a. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri ; 

d. Pengeluaran pembiayaan luar negeri; dan 

e. Penerusan pinjaman . 

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 

kas tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan 

pemerintah . Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain : 

a. Penerimaan PFK; 

b. Penerimaan kiriman uang; 

c. Penerimaan transito pihak ketiga; dan 

d. Penerimaan kembali uang persediaan/ tambahan uang persediaan 

dari Bendahara Pengeluaran . 

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain : 

a. Pengeluaran PFK; 

b. Pengeluaran kiriman uang; 

c. Pengeluaran transito pihak ketiga; dan 

d. Pemberian uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada 

Bendahara Pengeluaran . 

3 .  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

LPE merupakan laporan keuangan yang yang menyaj ikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE tersebut sekurang­

kurangnya menyajikan pos-pos :  

1 )  Ekuitas awal; 

2) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas; 

3 )  Transaksi antar entitas;  dan 

4) Ekui tas Akhir . 

4 .  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

CaLK menyaj ikan informasi tentang penj elasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disaj ikan dalam LAK, Neraca, 

dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai . CaLK juga 

menyaj ikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan 

untuk penyaj ian yang wajar atas laporan keuangan . 
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E .  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah 

1. Proses Akuntansi dan Penyaj ian Laporan Keuangan 

KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyusun laporan 

pertanggungj awaban atas kegiatan penyaluran dana atas beban 

anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran 

melalui rekening milik BUN pada Kuasa BUN di Daerah . Kegiatan 

penyaluran dana atas beban anggaran dilaksanakan dengan 

menerbitkan SP2 D  atas SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran . SP2 D  juga dapat diterbitkan untuk penyaluran dana yang 

tidak membebani anggaran (SPM Non Anggaran) seperti penyaluran 

dana PFK. Sedangkan transaksi penerimaan dilaksanakan melalui 

beberapa cara seperti penyetoran oleh waj ib setor ke bank/ pos 

persepsi  mitra KPPN menggunakan surat setoran, setoran secara 

elektronis melalui layanan MPN-G2 , atau potongan SPM . 

Jenis dari transaksi-transaksi yang diproses data transaksinya 

oleh UAKBUN-Daerah tersebut dapat berupa pendapatan, belanj a, 

tr an sf er ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran transitoris ,  dan/ a tau 

pengem balian . 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN dapat 

dilaksanakan melalui rekening milik BUN di Daerah atau rekening 

milik BUN Pusat dan bahkan tidak melalui rekening milik BUN . D alam 

rangka penyusunan LAK, Neraca, dan LPE, KPPN selaku UAKBUN­

D aerah melakukan proses akuntansi atas transaksi : 

a .  Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah. 

Transaksi ini meliputi transaksi penerimaan yang diterima di 

rekening Kuasa BUN Daerah dan pengeluaran yang keluar dari 

rekening Kuasa BUN Daerah . 

Transaksi pengeluaran melaui rekening Kuasa BUN Daerah 

antara lain : 

1) Penyaluran dana SP2D Belanja  dan pengeluaran pembiayaan 

melalui Rekening Pengeluaran Bank Indonesia; 

2) Penyaluran dana SP2D Belanja  Pegawai melalui BO II / Pos 

Pengeluaran, 

3) Penyaluran dana SP2D Transfer DBH melalui BO III; 

4) Penyaluran dana retur dana SP2D pada rekening retur pada BO II ,  

BO III , dan/ atau Pos Pengeluaran mitra KPPN; dan/ atau 

5) Pengeluaran kiriman uang/ pemindahbukuan dana ke rekening 

Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya. 

Transaksi penerimaan melalui rekening Kuasa BUN Daerah 

antara lain : 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 3 1  -

1) Setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan 

transitoris melalui bank/ pos persepsi mitra KPPN menggunakan 

surat setoran yang belum melalui layanan MPN G2 ; 

2) Setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan 

transitoris secara elektronis melalui layanan MPN-G2 ; 

3) Penerimaan dana retur dana SP2D di rekening retur pada BO II ,  

BO III , dan/  atau Pos Pengeluaran mitra KPPN; dan 

4) Penerimaan kiriman uang/ pemindahbukuan dana dari rekening 

Kuasa BUN Pusat dan/ atau Kuasa BUN Daerah lainnya. 

b. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN 

di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN. 

Sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat transaksi penerimaan 

yang diperoleh oleh Kementerian Negara/ Lembaga yang dapat secara 

langsung digunakan sebagai pengeluaran untuk mendukung tugas 

dan fungsi K/ L atau untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat tanpa melalui rekening Kuasa BUN di Daerah . 

Selanjutnya atas penerimaan dan pengeluaran tersebut dilakukan 

pengesahan oleh KPPN . 

Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa 

BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN antara lain : 

1) Pendapatan dan belanja pada BLU; 

2) Pendapatan dan belanj a  yang bersumber dari hibah langsung 

dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/ Lembaga; 

3) Pendapatan/ penerimaan pembiayaan dan belanj a  yang bersumber 

dari hibah atau pinj aman dalam/ luar negeri yang oleh pihak 

pemberi pinjaman dan hibah dalam/ luar negeri tidak disalurkan 

melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk 

mendanai pengeluaran entitas; dan/ atau 

4) Pengesahan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut 

ketentuan harus mendapat pengesahan dari KPPN . 

c .  Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan 

potongan . 

Transaksi Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada 

SPM dengan potongan meliputi : 

1) Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang 

pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah, misalnya SPM Belanj a  Pegawai yang penyaluran dana 

SP2Dnya melalui BO II / Pos Pengeluaran; dan 

2) Penerimaan dan pengeluaran pada SPM yang jumlah potongannya 

menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil, misalnya SPM 

GU Nihil . 
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d .  Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat 

atau Kuasa BUN Daerah lainnya tetapi mempengaruhi Neraca 

UAKBUN-Daerah. 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening 

Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya dapat 

mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas UAKBUN­

Daerah tertentu, antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran . 

Contoh : 

1) Transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D UP /TUP yang 

membebani rekening RPKBUN P disaj ikan sebagai pengeluaran 

transito pada LAK UAKBUN-Pusat dan pengurang saldo Kas di 

RPKBUN P pada Neraca UAKBUN-Pusat. Sedangkan Kas di 

Bendahara Pengeluaran yang timbul akibat transaksi tersebut 

disajikan pada Neraca UAKBUN-Daerah/ KPPN yang menerbitkan 

SP2D (mitra satker yang menerbitkan SPM UP /TUP) . 

2) Transaksi penerimaan pengembalian dana UP /TUP yang disetor 

melalui MPN G2 a tau bank/ pos persepsi mitra KPPN lain disaj ikan 

sebagai penerimaan transito pada LAK KPPN Penerimaan atau 

KPPN lain dan penambahan saldo Kas di KPPN pada Neraca KPPN 

Penerimaan atau KPPN lain . Sedangkan pengurangan atas saldo 

Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Neraca UAKBUN­

Daerah/ KPPN yang menerbitkan SP2D (mitra satker yang 

menerbitkan SPM UP/TUP) . 

2 . Kebij akan Akuntansi 

Dalam rangka penyusunan LAK · dan Neraca, transaksi 

penerimaan dan pengeluaran oleh UAKBUN-Daerah diakui pada saat: 

a. Penerimaan kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah. 

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa 

BUN Daerah lain berdasarkan: 

1 )  Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN untuk penyetoran 

pendapatan / pengembalian belanja/ pengembalian dana 

UP/TUP/ setoran lainnya melalui bank/ pos persepsi mitra KPPN 

sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

2 )  Struk setoran/  dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti 

setoran pendapatan / pengembalian belanj a/ pengembalian dana 

UP / TUP / setoran lainnya secara elektronik melalui layanan MPN 

G2 , yang telah mendapatkan NTPN sebesar nilai bruto yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. 

3 )  Nota Kredit/ Rekening Koran untuk transaksi penerimaan kiriman 

uang/ pemindahbukuan antar rekening Kuasa BUN Daerah a tau 

dari rekening Kuasa BUN Pusat (misalnya kiriman uang dari 

RKUN ke rekening BO II) atau dari rekening lainnya (misalnya . 
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penerimaan dana retur SP2 D  pada BO II / B O  III / Pos Pengeluaran) 

sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

b. Pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah. 

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN 

Daerah berdasarkan : 

1 )  SP2 D  atas SPM yang pembayarannya membebani rekening Kuasa 

BUN Daerah pada bank/ pos mitra KPPN sebesar nilai bruto yang 

tercantum dalam SPM .  

2 )  S PT/ Nota Debet/ Rekening Koran untuk transaksi pengeluaran 

transitoris seperti kiriman uang/ pemindahbukuan/ pengeluaran 

transito pihak ketiga/ pengeluaran transito lainnya sebesar nilai 

bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

Contoh : 

a) . Kiriman uang/ pemindahbukuan antar rekening Kuasa BUN 

Daerah atau dari rekening Kuasa BUN Daerah ke rekening 

Kuasa BUN Pusat (misalnya pelimpahan dana dari Bank/ Pos 

Persepsi ke SUBRKUN KPPN, pelimpahan dana dari SUBRKUN 

KPPN ke RKUN, atau penihilan rekening BO II / Pos  

Pengeluaran) . 

b) . Pengeluaran transitoris pihak ketiga seperi penyelesaian retur 

dana SP2D pada BO II / Pos Pengeluaran ke rekening penerima 

sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

c. Penerimaan clan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN 

di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN . 

Penerimaan clan pengeluaran yang melalui proses pengesahan 

oleh KPPN diakui pada saat: 

1 )  Terbit SPHL atas SP2HL untuk pengesahan pendapatan clan 

belanj a  yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar 

nilai bruto yang tercantum dalam SP2HL; 

2 )  Terbit SP3HL atas SP4HL untuk pengesahan pengembalian 

pendapatan yang berasal dari hibah langsung bentuk uang 

sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP4HL; 

3 )  Terbit SP2B BLU atas SP3B BLU untuk pengesahan pendapatan 

clan belanj a  BLU sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3B 

BLU ;  

4)  SP3 untuk pengesahan pendapatan/ penerimaan pembiayaan clan 

belanj a  yang bersumber dari hibah/ pinj aman yang oleh pemberi 

hibah / pinj aman dananya tidak tidak disalurkan melalui rekening 

milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran 

entitas sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3 .  
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d .  Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan 

potongan . 

Penenerimaan dan pengeluaran atas SPM dengan potongan 

diakui pada saat: 

1 )  Terbit SP2D atas SPM dengan potongan yang pembayarannya 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah sebesar nilai bruto yang 

tercantum dalam SPM .  

2 )  Terbit SP2D atas SPM yang jumlah potongannya menyebabkan 

jumlah yang harus dibayarkan nihil sebesar nilai bruto yang 

tercantum dalam SPM .  

e .  Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat 

atau Kuasa BUN Daerah lainnya tetapi mempengaruhi Neraca 

UAKBUN-Daerah . 

1 )  Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN­

Daerah yang timbul karena pengeluaran yang melalui rekening 

Kuasa BUN Pusat diakui pada saat kas keluar dari rekening Kuasa 

BUN Pusat berdasarkan SP2D sebesar nilai bruto yang tercantum 

dalam SPM. 

Contoh: 

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran oleh UAKBUN-Daerah 

dilakukan pada saat kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat 

berdasarkan SP2D UP /TUP yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM 

UP / TUP yang disampaikan oleh Satker mitra kerja  KPPN . 

2 )  Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN­

Daerah yang timbul karena penerimaan yang tidak melalui 

rekening Kuasa BUN Daerah bersangkutan tetapi mempengaruhi 

Neraca UAKBUN-Daerah diakui pada saat kas masuk ke rekening 

Kuasa BUN Pusat/ Kuasa BUN Daerah lainnya berdasarkan : 

a) . Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN atas setoran 

melalui bank/ pos persepsi mitra KPPN lainnya. 

Contoh:  

Berdasarkan SSBP setoran pengembalian dana UP / TUP melalui 

bank/ pos persepsi mitra KPPN lainnya yang telah mendapatkan 

NTPN, UAKBUN-Daerah menyaj ikan penyesuaian saldo Kas di 

Bendahara Pengeluaran di Neraca. 

b) . SP2D atas penerimaan potongan SPM yang pembayarannya 

melalui rekening Kuasa BUN Pusat (RPKBUN P) . 

Contoh: 

Berdasarkan SP2D atas SPM dengan potongan penerimaan 

pengembalian dana UP /TUP yang pembayaran atas SPM 

tersebut melalui rekening RPKBUN P, UAKBUN-Daerah 
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menyajikan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 

di Neraca. 

UAKBUN-Daerah menyaj ikan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran di dalam LAK dan menyaj ikan pengaruhnya terhadap aset, 

kewaj iban, dan ekuitas di dalam Neraca. Apabila terdapat koreksi atas 

penerimaan dan pengeluaran tersebut di atas , UAKBUN-Daerah 

menyaj ikan dan mengungkapkan pengaruh koreksi tersebut pada 

laporan keuangan . 

3 .  Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

UAKBUN-Daerah menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN­

Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas . 

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah disusun setelah dilakukan 

rekonsiliasi baik rekonsiliasi internal maupun rekonsiliasi eksternal 

dengan UAKPA/ UAKPA BUN. Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi .  

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah paling sedikit terdiri 

atas : 

a .  Neraca; 

b. LAK; 

c.  LPE; dan 

d. CaLK. 

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah dapat dilampiri 

dokumen-dokumen pendukung selain yang diwaj ibkan dalam peraturan 

ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan . 

KPPN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah 

ke UAKKBUN-Kanwil sedangkan KPPN Khusus Penerimaan serta KPPN 

Khusus Pinj aman dan Hibah menyampaikan laporan keuangan tingkat 

UAKBUN-Daerah ke UAPBUN-AP. Penyampaian laporan keuangan 

tingkat UAKBUN-Daerah ke UAKKBUN-Kanwil/ UAPBUN AP dilakukan 

setiap bulan , semester, dan tahunan sesuai dengan j adwal 

penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur di dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara 

penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN . 

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke 

UAKKBUN-Kanwil/ UAPBUN AP disertai dengan Pernyataan Tanggung 

Jawab yang ditandatangani oleh Kepala KPPN . 

F .  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil 

UAKKBUN-Kanwil menyusun laporan keuangan Kuasa BUN tingkat 

UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan 

laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya dengan 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi . 
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Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil disusun berdasarkan 

data laporan keuangan yang telah direkonsiliasi antara UAKKBUN-Kanwil 

dengan UAPPA-W. Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

mengatur tentang tata cara rekonsiliasi . 

Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil paling sedikit terdiri 

atas : 

1 . Neraca; 

2 .  LAK; 

3 .  LPE; dan 

4 .  CaLK. 

Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil dapat dilampiri 

dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini 

_ untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan . 

Dalam rangka konsolidasian, UAKKBUN-Kanwil menyampaikan 

laporan keuangan ke UAPBUN AP setiap triwulan, semester, dan tahunan . 

Apabila diperlukan UAPBUN AP dapat meminta UAKKBUN-Kanwil untuk 

menyampaikan laporan keuangan bulanan . Penyampaian laporan bulanan 

ke UAPBUN AP dapat dilakukan tanpa melalui proses rekonsiliasi .  

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian 

dilaksanakan sesuai dengan j adwal penyampaian laporan keuangan 

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN . 

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil ke 

UAPBUN AP disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang 

ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPBN.  

G .  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Pusat 

1 .  Proses Akuntansi dan Penyaj ian Laporan Keuangan 

Dalam rangka penyusunan dan penyajian LAK, Neraca, dan LPE 

UAKBUN-Pusat melakukan proses akuntansi dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi atas : 

a .  Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening 

Kuasa BUN Pusat .  

b .  Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan 

yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN 

Pu sat .  

c .  Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Pusat .  

J enis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang 

diakuntansikan oleh UAKBUN-Pusat tersebut meliputi : 

a .  Pendapatan; 
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b .  Belanj a; 

c .  Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 

e .  Penerimaan dan pengeluaran transitoris ;  dan/ atau 

f. Pengembalian . 

SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut 

melalui rekening Kuasa BUN Pusat adalah pembayaran atas beban SPM 

yang pembebanan SP2D-nya membebani Rekening BO I Pusat. 

Meskipun SP2 D  tersebut diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN 

Daerah, namun apabila pembebannya adalah pada Rekening BO I 

Pusat, maka transaksi tersebut dicatat dan disaj ikan dalam laporan 

keuangan UAKBUN-Pusat.  

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah apabila untuk penyaj ian 

Neraca pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut di 

atas terhadap Neraca harus disaj ikan oleh UAKBUN-Daerah seperti Kas 

di Benoahara Pengeluaran . 

2 .  Kebij akan Akuntansi 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh 

UAKBUN-Pusat diakui sebesar nilai bruto yang tercantum dalam 

dokumen sumber pada saat: 

a .  Penerimaan melalui rekening Kuasa BUN Pusat 

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa 

BUN Pusat antara lain berdasarkan : 

1 )  Nota Kredit/ Rekening Koran/ NoD / SP4HLN atas transaksi 

pendapatan, pengembalian belanj a, penerimaan pembiayaan, dan 

pengembalian pengeluaran pembiayaan pada rekening Kuasa 

BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam 

dokumen sumber tersebut; 

2) Nota Kredit/ Rekening Koran/ NoD / SP4HLN atas transaksi 

penerimaan transitoris seperti penerimaan kiriman 

uang/ pemindahbukuan antar rekening milik BUN/ penerimaan 

transito pihak ketiga/ penerimaan transito lainnya, sebesar nilai 

bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber tersebut . 

b .  Pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat 

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN 

Pusat untuk transaksi belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, 

pengeluaran transitoris, dan pengembalian antara lain berdasarkan : 

1 )  SP2 D  atas SPM yang membebani Rekening Kuasa BUN Pusat 

sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM . Dalam hal SPM 

terdapat potongan, maka UAKBUN-Pusat mencatat secara bruto 

seluruh transaksi yang terdapat pada SPM; 

2 )  S PT/ WPR/ Bilyet Giro / NoD/ SP4HLN/ Nota Debet/ Rekening Koran 
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sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut . 

UAKBUN-Pusat menyaj ikan transaksi penenmaan dan 

pengeluaran tersebut di atas di dalam LAK dan menyaj ikan 

pengaruhnya terhadap aset, kewaj iban,  dan ekuitas di dalam Neraca. 

Penyaj ian di Neraca UAKBUN-Pusat tidak termasuk pengaruh transaksi 

penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat 

terhadap Neraca UAKBUN-Daerah . 

Contoh:  

SP2 D  UP yang diterbitkan oleh KPPN akan membebani RPKBUN P .  

Atas transaksi tersebut, Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat akan 

menyaj ikan transaksi transitoris Pengeluaran Transito di dalam LAK dan 

pengurangan saldo Kas di RPKBUN P di dalam Neraca . Namun 

penyaj ian Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbentuk dari transaksi 

tersebut tidak saj ikan oleh UAKBUN-Pusat tetapi oleh KPPN penerbit 

SP2 D  selaku UAKBUN-Daerah . 

Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN 

Pusat, harus disaj ikan dan diungkapkan pengaruhnya pada laporan 

keuangan UAKBUN-Pusat. 

3 .  Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

UAKBUN-Pusat menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN­

Pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas . 

UAKBUN-Pusat menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN­

Pusat paling sedikit terdiri atas : 

a .  Neraca; 

b. LAK; 

c. LPE; dan 

d .  CaLK. 

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat dapat dilampiri 

dokumen-dokumen pendukung selain yang diwaj ibkan dalam peraturan 

ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan . 

Dalam rangka konsolidasian, UAKBUN-Pusat menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan ke UAPBUN-AP setiap semesteran, 

dan tahunan . Apabila kemudian terdapat kebutuhan akan laporan 

keuangan bulanan, maka UAPBUN AP dapat meminta UAKBUN-Pusat 

untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan . 

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan 

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan 

konsolidasian BUN . 

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat 

semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab 
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yang ditandangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku 

penanggung j awab UAKBUN-Pusat. 

H .  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAPBUN AP 

UAPBUN AP menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN AP 

berdasarkan data gabungan dan laporan keuangan UAKKBUN-Kanwil, 

UAKBUN-Pusat, dan UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Penerimaan dan 

KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah) dengan menggunakan aplikasi 

terintegrasi . 

Laporan keuangan tingkat UAPBUN-AP disusun setelah dilakukan 

rekonsiliasi . Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

mengatur mengenai rekonsiliasi .  

Laporan keuangan tingkat UAPBUN AP paling sedikit terdiri atas : 

a .  Neraca; 

b. LAK; 

c.  LPE; dan 

d .  CaLK. 

Namun dalam hal UAKBUN-Daerah, UAKKBUN-Kanwil, dan 

UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE, maka UAPBUN AP menyusun 

LPE berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi terintegrasi . 

Laporan keuangan tingkat UAPBUN AP dapat dilampiri dokumen­

dokumen pendukung selain yang diwaj ibkan dalam peraturan ini untuk 

meningkatkan kualitas penyaj ian laporan keuangan . 

D alam rangka konsolidasian, UAPBUN AP menyampaikan laporan 

keuangan ke UABUN secara semesteran dan tahunan . Apabila terdapat 

kebutuhan laporan keuangan bulanan, UABUN dapat meminta UAPBUN 

AP untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan . Penyampaian 

laporan keuangan bulanan dapat diakukan tanpa melalui proses 

rekonsiliasi .  

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian 

dilaksanakan sesuai dengan j adwal penyampaian laporan keuangan 

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN . 

Penyampaian laporan keuangan Kuasa BUN tingkat UAPBUN-AP 

semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab 

yang ditandangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

penanggung j awab UAPBUN AP. 
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BAB IV 

ILUSTRASI JURNAL STANDAR PADA KUASA BUN 

Jurnal Standar pada Kuasa BUN dilaksanakan mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jurnal Standar Akuntansi 

Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Ilustrasi Jurnal Standar pada Kuasa BUN 

meliputi : Jurnal Standar Saldo Awal, Jurnal Standar Realisasi, Jurnal Standar 

Transitoris,  dan Jurnal Standar Penutup . 

A .  Jurnal Standar Saldo Awal 

Jurnal Stanclar Salclo Awal clilakukan pacla saat penyusunan neraca 

untuk pertama kali . Jurnal Standar Saldo Awal yang dicatat pada Buku 

Besar Kas oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca adalah sebagai 

berikut: 

Debet (D)/ 
Kcedit fK) 

D 

K 

U:raian 

Kas 

Ekuitas 

Digunak:an untuk men.cat.at saldD, awal pru:Ja.Nemr::a.. 

B .  Jurnal Standar Realisasi 

xxxxxx . 

xxxxxx 

Jurnal Stanclar Realisasi clilakukan pacla saat terj aclinya pendapatan, 

belanja, transfer ke claerah clan dana clesa, penerimaan clan pengeluaran 

pembiayaan, clan pengembalian . Jurnal Stanclar . Realisasi clicatat oleh 

Kuasa BUN clalam Buku Besar Kas clan Buku Besar Akrual meliputi : Jurnal 

Standar Realisasi Penclapatan, Jurnal Stanclar Realisasi Belanj a, Jurnal 

Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, clan Jurnal Standar Realisasi 

Pengeluaran Pembiayaan . 

1 .  Jurnal Stanclar Realisasi Penclapatan 

Buku Besar Akrual/ Buku Besar Kas : 

Debet (D}/ 

Kre.d.rt (Iq 
Uraian 

K Diterima dmi Entitas Lam 

Di:gunakan. untuk men,00tat' te1]adin:ya penerimaan kas dari 
Perpajakan/ P'JIJ'BP! Hrbah. 
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2 . Jurnal Standar Realisasi Belanja 

Buku Besar Akrual/ Buku Besar Kas : 

Dehet (D}/ 
Kredit (K} 

D 

K 

n.::,.,�.�"71-.l.��.�. 1' -- En " · T _ .::_ LF.lit.��.< Ae · · fhtas. Lrtllli.li 

JJ.£gunakcm untuk menca:tatpembayamn. belanja/ tmnsfe:r.. 

3 .  Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

Buku Besar Akrual/ Buku Besar Kas : 

Deb�t (D]l 
Kredit (KJ 

D 

K 

Uraian 

Kas. 

Diterima da:r.i Entitas. Lam xxx 
xxx 

Dig!l:nakan untuk menattat Pensrimaan Pembiayaan. Dalam Negen.� 

seperli Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri:,. pene.rbitan Su.mt Berluuya. 

Ne.gam, dan pe.nerimaan penerimaan kemba1i. Penerusan Anjaman oleh 
Kuasa B:f.lN. 

Debet (D]l 
Kred.rt (K] 
D 

K 

Ura:ian 

xxx 
xxx 

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan. huar Negeri. se.perl.i 
Pe.nerimaan Pinjamcm fuar.Negeri oleh Kuasa B'f.ll.il_ 

4 . Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

Buku Besar Akrual/ Buku Besar Kas : 

Debet (D}l 
Kr.edit. (K)i 
D 
K 

Uraisn 

xxx 
xxx 

J..J1:gunak.an untuk mencatat· Pengeluamn Pembmyaan Ila.lam Ne.gen,, 
seperl.i,, perole:'ht::m mvestasi/ Penyerlaan Modal Negam dan pembayamn 

cicc1cm pokok Plnja.man Dalam Negeri... 
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U:raim:i 

Di.gunakan untuk mencx:rtat Pe.ngeluan::m Pembiayaan Luar Ne.gen� :sepe.rl.i 
pembayamn cia?an poko Pinjaman I:u.ar Nege.ri� 

C .  Jurnal Standar Transitoris 

Jurnal Standar Transitoris digunakan untuk mencatat transaksi 

Perhitungan Fihak Ketiga, pemindahbukuan/ Kiriman Uang, dan Transito 

(Uang Persediaan) . Jurnal Standar Transitoris dilakukan oleh Kuasa BUN, 

kecuali untuk Uang Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan 

satuan kerj a. 

1 .  Jurnal Standar PFK 

Jurnal Standar PFK dilakukan oleh Kuasa BUN dalam Buku Besar 

Kas meliputi Jurnal Standar Penerimaan PFK dan Jurnal Standar 

Pengeluaran PFK. 

Jurnal Standar Penerimaan PFK 

Debe:t (D}/ 
Kr.eilit (KJ 

D 

K 

Kas 

xxx 
xxx 

Digunakan untuk meno:::liat Penerimaan Perhitunga.n Fihak Ketiga. tpFK} .. 

Jurnal Standar Pegeluaran PFK 

Debet. (DJ/ 
Kr.edit (KJ1 
D 

K 

Pe:ngeJluar.a.n PFK � � 

xxx 
xxx 

D£gunakcm untuk men ca tat· Pengeluara.n. Pe.r.hitunga.n Fihak Keti.'gCt. {PFK) .. 

2 . Jurnal Standar Penerimaan Pemindahbukuan/ Kiriman Uang 

Jurnal Standar Pemindahbukuan/ Kiriman Uang dilakukan oleh 

Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas meliputi Jurnal Standar Penerimaan 

Pemindahbukuan/ Kiriman Uang dan Jurnal Standar Pengeluaran 

Pemindahbukuan/ Kiriman Uang. 
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Jurnal Standar Penerimaan Pemindahbukuan/ Kiriman Uang 

Debet (DJ/ 
Kredit rir.:J 

D Kas 

K 

U:raiim 

Digu.nakcm. untuk mena:rtat Pemindahbukucm/ Kiri.man .Ua.ng. 

... """'TV' � 

Jurnal Standar Pengeluaran Pemindahbukuan/ Kiriman Uang 

Debet (DP/ 
Kredit (Kj• 

D 

K 

Uraianf 

Pengeluaran 

Pemmdahhukuan/Kiriman Uang 

Digunakan untuk mencatat Pengeluarnn Pemindahbukuart} Kiriman. 
{.la.ng. 

3 .  Jurnal Standar Penerimaan Transito (Uang Persediaan) 

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, Kuasa BUN membuat 

Jurnal Standar Penerimaan/ Pengeluaran Transito dalam Buku Besar 

Kas . 

Jurnal Standar Penerimaan Transito 

Debet (D}/ 
Krndit (K,I 

D 

K 

Kas 

Penerimaan T:ransito 

Uraian 

xxxxxx . 

xxxxxx 

Digun.akan untuk mencatat Penerim.aan Transi:ro hero.pa pengembcilian Uang 
Persediaan.. 

Jurnal Standar Pengeluaran Transito 

Debet (D)/ 
Kredit (K,I 
D 
K 

Pengelua.ran Transit:> 
Kas 

U:raian 

xxxxxx 
Digunakan untuk men.ca.tat Pengeluaran Tnm.si.fo bent.pa penyedirum Uang 
Persediaan.. 
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D .  Jurnal Standar Pengembalian 

Jurnal Standar Pengembalian 

pengembalian pendapatan, belanja, 

pengeluaran pembiayaan . 

dilakukan pada saat terj adinya 

penenmaan pembiayaan, dan 

Jurnal Standar Pengembalian terdiri dari Jurnal Standar 

Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja, dan 

Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan . Untuk setiap pengembalian 

tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran 

berj alan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya. 

Jurnal Standar Pengembalian dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku 

Besar Kas . 

1 .  Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan 

a.  Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan 

Buku Besar Akrual : 

Debet (D)/ 
Kredit {K) 

D Diterima da-ri Entitas Lain 

K Kas 

U:raian 

vvvvvv � 

Digunakan untuk m.encatat pengembalia.n atas pendapatan tahun beijalan. 

Buku Besar Kas : 

Debet (D)/ 
lfr,edit {K) 

D Pendapatan 

Kas 

Uraian 

xxxxxx , 

xxxxxx 

Digun.akan. untuk m.encatat pe:ngembcilian ams peruiapatan. tahun. be1jcilan. 

b .  Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya 

Buku Besar Akrual : 
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D Diterima dari Entitas Lain 

K Kas 

Uraian 

xxxxxx 
V"VV'">TVV � 

Dig:u.nakan untuk rnen.cata:t pengembalian at.as pendapalan taJu.m. a.nggaran 
sebetu:rnnya yang bersifat sistema.tik/ beru.1a:ng, seperti. pengemhalian 
pendapatan perpaja.r.o.n.. 

Debet (.DJ:/ 
Kr.emf, [K]: 

D 

K 

Urman 

Ekuitas 

KB:S 

Digunakcm untuk me.n:.catat pe.ngembalian atas pendapat·an talrun. 
anggamn sebelumn;ya yang tidak beTSifat sistematikl tidak bemlang. 

Buku Besar Kas : 

Debet (Dl / 
Kcedit (IQ 

D Pendapatan 

K Kas 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digu:n.akan untuk mencatat pengemba1ian atas: pe:ndapatan t:ahun anggarrm 

sebelu:mnya yang bersifat sistematik/ berula:ng, seperti pengembalian 
pendapatan perpajakan. 

Debe;t (D]l/ 
Kredit (K]1 

D 

K 

Urman 

:Sil.PA 

Kas 

Di.gimakan untuk mem:�tat pe.ngembalian ata;s pe.ndcqJatan talu.t.n 
anggaran se.be.lumny.a yang tidak bersifat sistematik/ tidak be.mlang� 

2 .  Jurnal Standar Pengembalian Belanja  

a .  Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan 

Buku Besar Akrual : 
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Ucaian 

K Ditagihkan kepada. Ent:itas Lain 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digu.n.akan untuk m.e:ncatat pengem.batian. a:ta.s Bela.nja./Tra.nsfer ta!um 
angga:rrm berjalan 

Buku Besar Kas : 

De.bet (D)/ 
Kredit fK) 

D Kas 

K Bela.nja/T:ranfec 

Uraia.n 

WWW � 

xxxxxx 

Digu:naJ;;an untuk mencatat pengembdlian atas Bela.nja/Tnmsfer tahun 
an..ggam.n berjalan 

b .  Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya 

Buku Besar Akrual : 

Debet (D)/ 
Kredit (IQ 

D 

K 

Uraian 

Kas 

Diterima dari Ent:itas Lain 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digunakan untuk men.catat pengembdlian. atas Belanja/Transfer tahun 
anggaran sebefumnya 

Buku Besar Kas : 

Debet (Dt/ 
Kt-edit (Kj 

D 

K 

Ka.s 

Pendapatan Lain-lain 

Ucaian 

xxxxxx 

Digunakan. untu.k mencatat pengem.b.atia.n atas Belanja/Tro.nsfer tahun 
anggaran sebelumnya 

3 .  Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan 

a. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan 

1 )  Pengembalian Penerimaan Pembiayaan 
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Buku Besar Akrual : 

Debet (Dj/ 
Kredit (Iq 

D 

K 

Diterima dari Entitas Lain 

Kas 

Uraian 

xxxxxx 

xxxxxx 

Dig.unakan unt:uk mencatat pengern.b.alia.n (koreksi} at.as Penerimaa.n 
Pern.b.'iayaan tahun anggaran berjalan 

Buku Besar Kas : 

Debet (D)/ 
Kredit (:Eq 

D 

K 

Penerimaan Pembiayaan 

Kas 

Ura.ian 

xxxxxx 

Digu:naka.n untuk men.catat pengenlbalia.n {koreksi) at.as Peneri.rnaa.n 
Pernb'iayaan tahun anggaran berjalan 

2) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan 

Buku Besar Akrual : 

Debet (DI/ 
Kredit (:Eq 

D 

K 

Uraian 

Kas 

Pe:n.gelua.can Pembiayaan 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digunakan untuk rnenca1at pengembalfa.n (koreksfj alas Pengetuamn 
Pembi:ayaan tahun anggamn. berja1an 

Buku Besar Kas : 

Debet (D)/ 
KI-edit (Iq 

D 

K 

Uraian 

Kas 

Ditagihkan kepada Entitas. Lain xxxxxx 

Diguna.kan. untuk mencatat pengemba.lia.n (koreksi) atas Pengeluaran. 
Pernbiayaan. tahun a.nggaro..n berjalan 

b .  Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya 

1 )  Pengembalian Penerimaan Pembiayaan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Buku Besar Akrual : 

Debet (.D� / 
K:cedit fK) 

D 

K 

Ekuitas 

Kas 

- 48 -

U:caian 

xxxxxx 

Di:gunakcm. untuk men.catat pengembaJicr.n. (koreksi) alas Pen:erirnaan. 
PembU:tyaan tahun anggaran sebelumrr.ya 

Buku Besar Kas : 

Debet {D)/ 

K:cedit (K) 

D 

K 

SiLPA 

Uraian 

:xxxxxx 

Digunakan untuk mencatat pen:gembalian (koreksz) at.as Penerimaan. 
Pembiayaan taJrun anggaran. sebelumnya 

2) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan 

Buku Besar Akrual : 

Debet (Dl/ 
Kr-edit (K) 

D 

K 

Uraian 

Kas 

Ekuitas 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digunakan. untuk men.cat.at pengembalian. (koreksi) atas Pengel:uaro.n 
Pembiayaan tahun cmggarr:m sebel:um:nya 

Buku Besar Kas : 

Deb;et (D]l 
Kred.ll (K} 
D 
K SiLPA 

Urman 

�F � 

1Jzgunakan untuk mem::atat pe.ngembalm.n {k.ore:ksr} atas Pengsluam.n 
Pembi:ayaan ta.hun a.nggamn. sebelumn;ya. 

E .  Jurnal Standar Penutup 

1 .  Jurnal Penutup Transaksi Transitoris 

Jurnal Standar Penutup Transaksi Transitoris dilakukan oleh Kuasa 

BUN.  
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Ucaian 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digunakan untuk m.encata.t penutupan Penerimaan PFK dmt Pengeluaro.n 
PFK n1eniadi. Ut.a:ng PFK Utang PFK disajikan pa.eta Nern.ca unit akunt.a..nsi 
1Tans:aksi Khusus dan sebagai pembanding pa.da Kuas:a. BUN Daero.h yang 
menjadi n:Utra kerja. unit. akr.mtansi Tra.nsaksi Khusus Pengefola. Ut.an.g PFK 

Debet (D)/ 

Kredit (K) 

D Penerimaan T:ransito 

D/K Uang Persediaan 

K Pengeluaran T:ransito 

Urnia.n 

:xxxxxx 

xxxxxx . 

Digunakan untuk me:ncatat penu.W..pan Penerirn.aan Tmn.si.t.o da.n 
Pengelu.ara.n Transit.a· men.ja.di Uang Persedia.an. Dalrun hat Pen..erimaan. 
Transito lebih besar da:ri. Pengeluaran. Transito� ma.k.a terjadi 
pe:nguron.ga:n Uang Persediaa.n (Kredit.). Dala.m ha.l Pen.erirnaan 1hm.sito 
lebih kedl. dari Pengelu.aran 1hm.sito, nu:aca terjadi. penamha.ha.n Ua.ng 
Persedia.an (Debet.). 

Debet (D) / 

Krndit pq 

D 

D 

K 

Uraian 

Penerimaan 
Pemin.dahbukuan / Kirima:n Ua.:ng 

Kas dalam T:ransito 

Pengelua.ra.n 
Pemindahbukuan/ Kiriman  Uang 

xxxxxx . 

xxxxxx 

xxxxxx 

Digunakan untuk mencata.t penurupan Penerimaan Pemiru:1.ah.buku.an/ 
Kiri.man Uang dan. Pengefoa.ran. Pe:mindahbu.kuan,IKi:rinw.n Uang menjadi 
Kas dalam 1h:msit.o� 
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BAB V 

LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN 

A .  Laporan Keuangan Bertujuan Umum 

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan . Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai 

kewaj iban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil 

yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentiangan 

akuntabilitas ,  manaj emen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi .  

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan 

umum pelaporan keuangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan khusus 

pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 

pengguna laporan . Dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN, disusun 

suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN dengan 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 1 0 serta Sistem Akuntansi 

Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 2 1 3 / PMK. 05 / 20 1 3  berupa Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat (SiAP) . 

Disisi lain, terdapat kebutuhan akan informasi tambahan yang 

bersifat manaj erial atau informasinya hanya berguna kepada pihak-pihak 

tertentu . Informasi tambahan tersebut dapat berupa lampiran, daftar, atau 

dokumen tertentu yang dibutuhkan oleh entitas diatasnya. Tambahan 

informasi tersebut dimanfaatkan oleh entitas diatasnya dalam 

penyusunan/ penggabungan dan penyaj ian laporan keuangan yang 

berkualitas serta pengambilan keputusan. 

B .  Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan Kuasa BUN meliputi laporan keuangan untuk 

tujuan pertanggungjawaban Kuasa BUN dan laporan untuk tujuan 

manaj erial . Laporan keuangan Kuasa BUN terdiri dari : 

1 .  Laporan Keuangan Kuasa BUN yang disusun dan disaj ikan dalam 

rangka memenuhi tujuan pertanggungjawaban Kuasa BUN 

( accountability report) terdiri dari : 

a .  Neraca; 

b. Laporan Arus Kas ; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas ; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan . 
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2 .  Laporan Kuasa BUN yang disusun dan disajikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manajerial (managerial report) antara lain terdiri 

dari : 

a .  Laporan Realisasi Anggaran; 

b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca (buku besar akrual) ; 

e .  Laporan Kas Posisi; dan 

f. Laporan manaj erial lainnya. 

Laporan Keuangan Kuasa BUN ditandatangani oleh setiap 

penanggung j awab unit akuntansi dan pelaporan, sekaligus memberikan 

penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung j awabnya dalam 

penyaj ian Laporan Keuangan Kuasa BUN yang dituangkan ke dalam bentuk 

"Pernyataan Tanggung Jawab" . Pernyataan tanggung jawab laporan 

keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian 

Laporan Keuangan Kuasa BUN . 

Sistematika penyajian laporan keuangan Kuasa BUN adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan Arus Kas 

LAK menyaj ikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan 

aktivitas operasi , aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas 

transitoris yang melalui/ dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan 

yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari 

Kuasa BUN.  

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

LPE merupakan laporan keuangan yang yang 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca 

menyajikan 

pelaporan 

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas, potongan SPM,  dan pengesahan terhadap posisi aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan . 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disaj ikan dalam LAK dan Neraca 

dalam rangka pengungkapan yang memadai . CaLK juga menyajikan 

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian yang waj ar atas laporan keuangan . 

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari : 

1 .  Gambaran Umum Entitas 

a. Dasar Hukum (Entitas) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 52 -

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas 

serta jurisdiksi tempat entitas terse but berada. Disamping itu, juga 

diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan 

kegiatan pokoknya. 

b .  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan entitas . 

c .  Kebijakan Akuntansi 

Menj elaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh 

entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material 

mempengaruhi penyaj ian Neraca, LAK, dan LPE. Pengungkapan 

juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang 

diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai . 

2 .  Penj elasan atas Pos-pos Neraca 

Penjelasan atas Neraca disaj ikan untuk pos aset, kewajiban, 

dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: 

a. Perbandingan dengan periode yang lalu; 

b .  Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca; 

c. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode 

yang lalu; 

d .  Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar kuntansi Pemerintahan yang belum disaj ikan dalam 

lembar muka laporan keuangan; dan 

Penj elasan hal-hal penting yang diperlukan . 

3 .  Penj elasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas 

Penj elasan atas Laporan Arus Kas disaj ikan sebagai berikut: 

a .  Perbandingan dengan periode yang lalu; 

b .  Rincian lebih lanjut atas masing-masing pos Laporan Arus Kas : 

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi; 

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi; 

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan; dan 

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris,  

c .  Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar akuntansi Pemerintahan yang belum disaj ikan dalam 

lembar muka laporan keuangan; dan 

d .  Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan. 

4 .  Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disaj ikan sebagai 

berikut: 
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a. Perbandingan dengan periode yang lalu; 

b .  Rincian atas masing-masing pos Laporan Perubahan Ekuitas : 

1) Ekuitas awal; 

2) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas; 

3) Transaksi antar entitas ; dan 

4) Ekuitas Akhir. 

c .  Penj elasan hal-hal penting yang diperlukan . 

5 .  Pengungkapan Penting Lainnya 

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan 

informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi 

pembaca laporan . Catatan atas Laporan Keuangan harus 

mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan, 

seperti : 

a .  Kej adian-kej adian penting setelah tanggal neraca; dan 

b .  Pengungkapan lain-lain . 

6 .  Lampiran dan Daftar 

Menyaj ikan informasi yang berisi rmc1an atas angka-angka 

yang disaj ikan pada Neraca, LAK, dan LPE serta pengungkapan 

lainnya dalam rangka penyaj ian yang wajar.  
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C .  CONTOH FORMAT NERACA KUASA BUN 

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANWIL : . . . . . . .  
NERACA TlNGKAT . . . . . . .  

PER 3 1 DESEMBER 20X l DAN 20XO 

1 angga1 
rt at am an 

KPPN: . . . . . .  
UKAIAN 2UX1 

ASET 
ASET LANCAR 

Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Rupiah xxx.xxx.xxx 

Rekenlng Kas BUN di Bank Indonesia Dalarn Valas xxx.xxx.xxx 
Rekening Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx 
Rekening Kas di KPPN xxx.xxx.xxx 

Kas dalam Transito xxx.xxx.xxx 
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx.xxx.xxx 
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lernbaga xxx.xxx.xxx 
Kas pada Badan Layanan Umum xxx.xxx .xxx 
lnvestasi Jangka Pendek xxx.xxx.xxx 
Uang Muka dari Rekening BUN xxx.xxx.xxx 

Jumlah Aset La.near xxx.xxx.xxx 

ASET LAINNYA 

Dana yang Dibatasi Penggunaannya XXX.XXX.XXX 

Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang kepada Pihak Ketiga xxx.xxx.xxx 

Utang Jangka Pendek Lainnya xxx.xxx.xxx 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX.XXX.XXX 

JUMLAH KEWAJIBAN xxx.xxx.xxx 

EKUITAS 

Ekuitas xxx.xxx.xxx 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx.xxx.xxx 

(Dalam Rupiah) 
:.C:UAU 

xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 

xxx .xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 
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D .  CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS KUASA BUN 

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
KANWIL : -

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT . . .  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1  DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

Tanggal 
KPPN : Halaman 

(Dalam Rupiah) 
U R A  I A N  20Xl 20XO 

ARUS KAS DARI AKTlVlTAS OPERAS! 

Arua Kas Maauk 
Pendapatan Negara Dan Hibnh xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Perpajakan xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Penerimaan Pajak Dalam Negeri xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Pajak Perdagangan lntcrnnsional xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Negara Bukan Pajak xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pcncrimaan Sumbcr Daya Alam xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Bagian Laba Bumn xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan PNBP Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Badan Layanan Umum xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Pcnerimaan Hibab xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penerimaan Hi bah Dalam Negeri Dan Luar Negeri. XXX.XXX.XXX.XXX xxx.xxx.xxx.xxx 

,Jum!ah Arus Kas M.asuk xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Arus Kas Keluar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Pembayarnn Pegawai xxx.xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Barang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Kewaji ban Utang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Subsidi xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Hi.bah xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx. xxx 
Pembayaran Bantuan Sosial xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Lain-Lain xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pcmbayaran Dana Bagi Hasil xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Dana Alokasi Umum xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Dana Alokasi Khusus xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Pembayaran Dana Otonomi Khusus xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pcrnbayanm Dam; Penycsuaian xxx.xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX.X,'\X 

Pembayaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pembayaran Dana Desa. xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

clumlah Arus Kas Keluar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xx.x 

Arus Kas Berslh Dari Aktlvitas Operas! xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.x:xx.xxx 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
Ann Kas Masuk 

Pcndapatan Penjualan atas Tanah xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Penda.patan Pcnjualan Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pendapatan Penjualan Ja.lan, lrigasi, dan Jaringan xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pendapatan PenJualan Asel Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
l'endapa.tan Penjualan Asct Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Pcndapatan dari Divestasi xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
Pendapatan Penjualan Jnvestasi Non Permane.n xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

J umlah Arns Kas Masuk xxx.xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XX,X.XXX 
Arus Kas Keluar xxx.xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX.XXX 

Perolcban T;mah xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

Perolehan Peralatan Dan Mesin xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
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Al\UI X• M•llUlt 

RDl/Rl'O 

xxxxxx. x:xxxxx 
xxxxxx. xx.x xxx 

xxxx.xx.xxxxxx 

xxxxxx.x:.xx. xxx 

XXKX.XX.XX..X.X..'."< 
xxx.x.\'.-{ XX.'\X."o: 
xxxxxx.xxx.xxx 
xxx. xx.x .x:o:. xxx 

·x .xxx. xxx.xxx xxxxxx.x:.xx.X.'O< 

xxxxx.x.xxx.xxx xxx.xxx .xxx.xxx 
x:a.xxx.xxx.xxx xxx..xxx.x:a.x.xx 

xxx.x.x.x. xxxxxx 

XX.'<.XXXXXX.XXX 
xxx .xxx. xxx. xx.x XXX XXXXXX. X:\.'\ 

xxxx.xx.xxxxxx xxxxxx.xxx. xxx 

XXX .XX.X XXXXX.'<. 
xxx xxx. x.xxxxx 
xxxxxx.xxx.x..xx 

Jt.unhlh Ari.ts l<H !Mu ... r XX.X XJU XXX.XXX X.X.'<.XXX.XX..'li. XXX 

AJWll J<AJl ll:gtllllJ J>A,Rl AKTlVTl'At5 TRAUlTOtU• � -:-
.
-
. 
1(-�-l.K-:-· -

.
-�-:r;-

.
�-· . __ 11_A_1ll_X_M_•_D& __ ·1._VM_._xo_n_1t111_._.r_:r;_MJJ_ux_·_11._� ___________ � 

i<O� aAI:. xxx.xxx. xxx.xxx xx.x.xxx .x:a.xxx 
XXX.XllX.XXX.XXX 

xxx.:xxx.:a:x.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
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E .  CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KUASA BUN 

K E MENTE RIAN KEUANGAN RI 

DIRE KTORAT J.E .NDE RAL PERBENDAHARAAN 
KANWIL : -

LAPORAN PE RUBAHAN E KUITAS TINGKAT . . . 
U:NTUK PE RIODE YANG BE RAKHIR SAMPAI DE NGAN 3 1 D E SE MBER 20X l DAN 20XO 

Tang gal 

KPPN : 

URAIAN 

A. E KUIT AS AWAL 

B .  SURPLUS/ DE.F ISIT-LO 

C. KO.REKSI-KOREKSI YAl'G LANGSUNG 
MENA:!.IBAH/lv!EN3URANGI EKUIT AS (1 +2+3+4+5} 
1 .  ID:>.reksi M.lai Persed:iaan 

2 _ Kore:ksi r-a1ai Piutang 
3._ Reva1uasi. Aset BUMN 

4 .  Koreksi. Nilai Aset Tetap :Non Revaluasi 

5 _ Lain-lain 

D. TRANSAKSI AI\'rf AR E.NfIT AS 

E .  E KUIT AS AKHIR {A.+C+ DJ 

Halaman 

(Dalam Rup:iah) 
20X l 20XO 

XXX:.XXX.XX:X XXX.XX:X.XX:X 

XXX.XXX:.XXX XXX:.:XXX.XXX 

:XXX:.XXX.:XXX XXX.XXX.:XXX 

XXX.:XXX:.XX:X :XXX:.XX:X.XXX 

XXX:.:XXX:.:XXX XXX.:XXX.XXX 
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F .  CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN 

KEUANGAN KUASA BUN 

1 .  Tingkat UAKBUN-Daerah/ KPPN 

Pernyataan Tanggung Ja\vab 

Isi Lapo:ran Keuangan KPPN <nama KPPN> � selaku 
UAKBUN- Dae:rah yang terdiri dari fa� Ne:raca (bj Lapo:ran Arns Kas 
(cj Laporan Pernbahan Ekuitas dan (di Catatan atas Laporan 

Keuangan Peri.ode <Bulan __ J Semester · · - - /TaJU1.n Anggaran _ _ _ _  .> 

sehaga.i!nana tedampir adalah m,erupakan tanggung jawab kami. 

<Paragraph penje1asan - untuk menjelaskan haJ, yang perlu 
dy'elaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan 
Iaporan keuangan> 

Laporan keuangan te:rsebut telah disusun herdasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai dan isi:nya telah 
menyajikan infonnasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
secara layak sesuai d,engan Standa:r Akuntansi Pe:meri:ntahan. 

Jakarta. 
Kepala KPPN . . . . . • 
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2 .  Tingkat UAKKBUN-Kanwil 

Pe.rnyataai11. Tanggung Jawab 

Penggabungan La.paean Keuangan gabungan seluruh 
UAKBUN -Dae:cah tingkat Wilayah lingkup < nam.a Kantor Wuayah 
Ditjen Peroendaham.a:n> yang kami susun selaku UAK.KBU.N­
Kanl>\ril yang te:rdiri dari {a'j Neraca {b) Laporan Arns Kas. (c) 
Lapocan Pe:rubahan Ekuitas dan. (d) Cata.tan atas Laporan 
Keuangan Periode <Trir.uulan / Semest.er I Tahun 
Anggaran.. . . .  > s,ebagaimana tedamp:iradalah. tanggungjawab karni, 
s,edangkan subtansi Lapocan Keuangan 1nt merupakan 
tanggungjawab UAKBUN-Daerah. 

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan ha1 yang periu 
di.jelaska:n teri..-ait dengan proses penggabunga:n laporan keuw1gan 
dan dalam penyusunan lapomn keuan.g� misalnya jumlah 
UAKBUN-D yang mengirim dan ti.dak 1nengirim lapornn keua:ngan 
sampai dengan ba1£1.s waktu. yang telah dit.etapkan> 

Lapora:n keuangan te.rsebut telah disusun be.rdasackan 
sistem pe:nge:ndalian intern yang :me:madai dau isinya telah 
menyajikan i:nformasi pelaksanaan anggacan dau posisi keuangan 
secara layak s.esuai dengan Standac Akuntansi Pemerintahan. 

Jakarta, 
Kepala Kanv;.ril . • . . • .  , 
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3 .  Tingkat Kuasa BUN-PUSAT 

Pemyataan Tanggung Jawab 

Isi Laporan Keuangan Direktorat Pengelolaan Kas Negara 
selaku UAKBUN- Pusat yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan 
Aru s  Kas (c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (d} Catatan atas 
I.apo:ran Keu.angan Periode <Semester _ _ _ _ /Tahun Anggaran . . . .  > 

sebagaimana terlampir ada1ah merupakan tanggung ja\vab kami. 

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan haI yang perlu 
dy·elaskan te.rkait dengan haf. yang khusus da1am penyusunan 
l�ooran .. ke.uangan> 

La:poran Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah 
m.enyajikan informasi pelaksanaan ,anggaran dan posisi 
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

Jakarta, 
Direk'i:ur PKN� 
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4 .  Tingkat UAPBUN-AP 

Pemyataan Tanggung Ja\vab 

Isi Laporan Keuangan Di:rekto:rat J,enderal Perbendaha:raan 
selaku UAPBUN-AP yang terdiri dari (a) Neraca {bl Lapo:ran Arns 
Kas (c) JL.aporan Perubahan Ekuitas dan (d) Catatan atas Laporan 
Keuangan Period,e <Semester /Tahun Anggara.n.. _ . _> 

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung Jawab kami 

<Paragraph penjelasan - untuk menje1askan ha1 yang petl.it 
dy"elaskan t:erkait dengan ha! yang khusus da1am penyusurian. 
laporan keua:ngan..> 

Laporan Keuangan tersebut te1ah disusun berdasa:rkan 
sistem pengenda1ian intern yang memadai dan isinya teiah 
menyajikan info:rmasi p elaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
secara layak sesuai dengan Standar Ah.'U.lltansi Pemerintahan. 

Jakart� 
Direktur Jenderal 
Perbendaharaanf 

( 
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BAB VI 

PENUTUP 

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat disusun sebagai 

pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan 

manaj erial Kuasa BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 1 0  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . 

Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. 

Diharapkan dengan tersusunnya modul m1 penyusunan dan penyaj ian 

laporan keuangan Kuasa BUN dapat dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, 

andal, dan tepat waktu dalam rangka pertanggungj awaban Kuasa BUN 

maupun pengambilan keputusan .  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u . b .  

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

www.jdih.kemenkeu.go.id




